BUPATI!I BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

bahwa untuk kelancaran pemberian dan pembayaran
insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di
Kabuapten Bengkalis, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Bengkalis tentang Pedoman Pemberian dan Pembayaran
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

It

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan  Daerah Propinsi  Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4483);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);




15

- 16
. Tahun 2012 ‘tentang Orgamsa51 dan Tata Kerja Dinas
' Daerah Kabupaten ‘Bengkalis (Lembaran Daerah‘.

3 Me;ﬁeté;pkan IR

._*:_'Peraturan Pemermtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang‘
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
‘Repubhk Indones1a Tahun 2005 Nomor 140);

. Peraturan Pemerlntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang’

- ;’_Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
" Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk »

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165); .

.;;'Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 8
~Pembagian Urusan Pemermtahan Antara Pemerintah,

.”Pemermtahan ‘Daerah. Prov1n31 Dan . Pemerintahan
Daerah ™ Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara ‘Republik

Indonema Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lernbaran

- Negara Repubhk Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata  Cara Pemberlan ~dan Pemanfaatan Insentif

. Pemungutan Pajak Daerah ‘dan - Retribusi -Daerah

“}(Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 2010
o ‘__’{Nornor 1195 : ‘ o o

10

' “Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 07

o Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten‘
o Bengkahs Tahun 2008 Nomor 07); '

11.

:Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03

Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan |

+ Daerah’ (Lernbaran Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun b

2009 Nomor 03);
12.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs ~ Nomor 11

"Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah g
. Kabupaten Bengkahs Tahun 2011 Nomor 1 1)

18
~ Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
e '_Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2011 Nomor 12);
L0 14, _
"'Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran-
Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2011 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor. 12 -

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs “Nomor 13

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14

Tahun- 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

(Lernbaran Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2011
, _Nomor 14), , Py

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03

= _' : Kabupaten Bengkahs Tahun 2012 Nomor 03)

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN -
= PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN

L BENGKALIS



’BABI N
- KETENTUAN UMUM

Pasal 1

;’."f"?lijalam Peraturan ini yang dlmaksud deng&n
a ;1_;5;';Daerah adalah Kabupaten Bengkalls

2. Pemerlntah Daerah adalah Bupat1 dan perangkat

- -daerah’ sebagal unsur penyelenggara Pernerlntahan
S ’Daerah :

a4

,:Bupat1 adalah Bupat1 Bengkahs

- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanJutnya 5

- \dismgkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah

 Kabupaten Bengkalis yang melaksanakan pemungutan‘ .
pajak - daerah dan retribusi ‘daerah sesuai - dengan -

= peraturan perundang undangan yang berlaku. 7'

. Insentif - Pemungutan Pajak dan Retrlbu31 yang
‘-".selanjutnya _disebut  Insentif = adalah “tambahan =
'fpenghasﬂan yang diberikan sebagal penghargaan atas
“kinerja . tertentu  dalam melaksanakan pemungutan
 Pajak dan Retrlbu31 SRR

. ,:Pajak Daerah yang selan_]utnya dlsebut Pajak adalah
~iuran Wajlb yang dilakukan . oleh orang pribadi’ atau
~ badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang
g -»selmbang, ~yang dapat dlpaksakan berdasarkan -
~peraturan perundang undangan yang berlaku, yang
~digunakan . untuk - . membiayai penyelenggaraan ;
. pemerlntahan daerah dan pembangunan daerah.

,Retr1bus1 Daerah yang selanjutnya d1sebut RCtI‘lbL‘lSl -
~adalah pungutan Daerah sebagal pembayaran atas jasa

- atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan =
~dan/atau diberikan oleh Pemerintah - Daerah untuk' e
i kepentlngan orang Pr1bad1 atau Badan.

Pemungutan adalah suatu rangkalan keglatan mulai

= ‘dari’ penghimpunan data objek dan subjek pajak atau
“retribusi; penentuan besarnya pajak atau retribusiyang '
terutang sampai kegiatan  penagihan pajak atau -
. retribusi kepada Wajib Pajak atau WaJ1b Retr1bus1 serta e
E;pengawasan penyetorannya ' ; ‘

TunJangan yang melekat adalah tunJangan yang g
melekat ‘pada. gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami,

: tunjangan - - anak, - -tunjangan . - Jabatan ;
o fstruktural/ fungsmnal dan/ atau tunJangan beras




BAB II

PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

o

Pasal 2

Pembenan dan pemanfaatan Insentlf Pemungutan PaJak S

. 'Daerah dan Retrlbu31 Daerah - dilaksanakan
_f_jf“,berdasarkan asas  kepatutan, kewajaran dan
';’ﬂ-.;:{raswnahtas d1sesua1kan dengan besarnya ‘tanggung

- jawab, kebutuhan serta karakterlstlk dan kond131

L ,'r_::_:;Ob_]ektlf daerah

{Karakterls’ak dan” kondlsl Objektlf daerah sebagalmana
‘dlmaksud pada ayat (1) terd1r1 antara laln sebagal

""_'f'?r_'a. Kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja 1

Daerah dalam memb1aya1 pembangunan daerah,

' terutama yang. menJad1 program dan prioritas . di

s daerah;

Q;‘;:f‘b. 'ngkat . kesuhtan e ;dailam“':ﬂk melaksanakan. ’

) pemungutan

c. T anggung]awab dan 1ntens1tas keterhbatan dalam
SR melaksanakan pemungutan dan LR

d. ;Capalan kmerja tertentu pemungutan yang telah‘ >

i dltetapkan

Pasal 3

iz"Insentlf ‘ ‘d1ber1kan : kepada Instan81 . rp'eléksjana :
pernungutan Pajak Daerah dan Retr1bus1 Daerah i
',""'Insentlf sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) secyafa'”’
. proporsmnal d1bayarkan kepada: . - '

" a. Pejabat dan Pegawai Instansi pelaksana pemungut

Pajak Daerah dan Retribusi- Daerah sesua1 dengan

G tanggungjawab masmg-masmg,

" b, Bupati dan Wakil Bupat1 sebagal Penanggung Jawab A

‘ Pengelolaan Keuangan Daerah;.

c. Sekretarls Daerah selaku Koordlnator Pengelolaan e

- Keuangan Daerah

f,ft‘fﬁyf:d.,Pemungut Pajak Bum1 dan Bangunan pada tlngkat’

Desa/Kelurahan ~ dan  Kecamatan,  Kepala -

- Desa/Lurah dan’ Camat, dan tenaga lainnya yang
v dltugaskan oleh Instans1 Pelaksana Pemungut PaJak
. dan . S . R

" e. Pihak lain yang membantu Instans1 Pelaksana

.pemungut Pa_]ak Daerah dan Retrlbu51 Daerah




b (3) Pemberlan Insentlf kepada Bupatl Wakll Bupat1 dan
A _Sekretarls Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
~huruf b dan huruf ¢ dapat diberikan dalam hal belum
- diberikan remunerasi berupa tambahan ‘penghasilan

T yang dlberlkan untuk menlngkatkan klner_]a

Pasal 4

(1) SKPD Pelaksana Pemungut PaJak Daerah dan Retrlbu31
' Daerah dapat- diberikan insentif apabila . mencapai
target pencapaian kinerja penerimaan pajak daerah
dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran
- Pendapatan dan -Belanja Daerah yang dljabarkan
- secara triwulanan. ‘ o e

" a. Perhitungan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
sebagai berikut : : :

- 1. sampai dengan trlwulan 1 s ‘r 15%‘; ' (lima‘ ‘belras .
persen) e i
2. sampai dengan trlwulan II: 40% (empat puluh-“" S
' persen); Rkt
3. sampa1 dengan tr1wu1an III 5% (tuJuh puluh
’ 11ma persen) dan - ’ -
4, sampai dengan trlwulan IV IOO%,/(seratuvs
~ persen). . S L ' '

b Apabila pada akhlr trlwulan I reahsa31 mencapalh

~15% (lima belas perseratus) atau leblh Insentlf :

“diberikan pada awal trlwulan II;-

c. Apablla pada akhir trlwulan I reahsas1 kurang dari -
15%  (lima belas perseratus), Insentlf tidak
a d1ber1kan pada awal triwulan II;-

d. Apablla pada akhir trlwulan II reahsa51 mencapa1

40% (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif-

diberikan untuk trlwulan I'yang belum- dlbayarkan o
~dan triwulan 1II; , 3

e Apablla pada akhir trlwulan II reahsa31 kurang darl'

~ 40% (empat puluh perseratus), Insentif untuk

~triwulan II belum dlbayarkan pada awal triwulan
I11;

f. Apablla pada ‘akhir triwulan III reahsa31 kurang
~ dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) Insentif -
tidak diberikan pada awal triwulan IV; o
g. Apabila pada akhir triwulan III re‘aliysasiimencapai
75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih,

Insentif diberikan pada awal triwulan IV;




h Apablla pada akhlr tr1wu1an IV reahsas1 mencapa1 _

/ "dlberlkan untuk trlwulan yang belum d1bayarkan

. dan’ : TR . 7
i Apablla pada akhlr trlwulah IV realisasi kurang
. dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari

100% - (seratus perseratus) atau lebih, Insentif ) o

75% (tujuh - puluh lima perseratus), Insentif -
diberikan untuk triwulan’ III - dan trlwulan R

, sebelurnnya yang belum d1bayarkan

(Q)[‘Pemberlan Insentif - sebagalmana dlmaksud pada

- ayat (1) dlmaksudkan untuk memngkatkan
i a. KmerJa 1nstans1 ; A
e b Semangat kerja bag1 peJabat atau pegawa1 1nstan51
e Pendapatan daerah dan '

ood. Pelayanan kepada masyarakat

(S)Wf'Pemberlan -~ insentif sebagalmana d1maksud ‘pada

- ayat (1) dibayarkan setlap trlwulan pada awal triwulan
: f:~ber1kutnya BN i ’

’ (4) Dalam- hal target klner_]a sebagalmana dlmaksud pada
 Jayat (1) suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk
- triwulan tersebut dibayarkan - pada awal triwulan ,
. berikutnya yang telah mencapal target kmerja yang
dltentukan - S ;

(D) Dalarn hal target kmerja sebagalmana dlmaksud pada
. ayat (1) pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak

- tercapai, " tidak membatalkan insentif yang sudahk'
dlbayar untuk triwulan sebelumnya S

: . BAaBm
SUMBER DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 5

Insentif pemungutan bersumber dari Pendabatan Pajak =
"~ Daerah ‘dan Retribusi Daerah sesua1 -dengan ketentuan Lo
kperaturan perundang undangan yang berlaku S

,Pasal 6

(1) Besarnya Insentlf dltetapkan 5 % (hma persen) dari

‘rencana penerimaan - Pajak Daerah dan Retribusi

- Daerah dalam tahun anggaran: berkenaan untuk tiap
_jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :

(2) Besaran Insentif sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) |

' d1tetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten Bengkahs tahun anggaran berkenaan



Pasal 7 L

S (1) Besarnya pembayaran 1nsent1f sebagalmana dimaksud
: dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c
~untuk setlap bulannya dlkelompokkan berdasarkan
f;f»reahsa81 penerimaan - Pajak Daerah dan Retribusi

E ketentuan

Daerah - tahun ) anggaran sebelumnya dengan e

: :,;:f»k':': an dlbawah Rpl OOO OOO OOO OOO 00 (satu ‘triliun | - ‘
- rupiah), paling tinggi 6. (enarn) kah gaji pokok dan‘~ e

e S tun_]angan yang melekat; : ' -
Sl by Rp.1.000.000.000. OOO OO (satu triliun ruplah)‘ :

sampai dengan  ~ Rp.2.500.000.000.000,00 (dua -
- triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7

(tujuh) kali gaJ1 pokok dan tunJangan yang melekat;
.. diatas Rp 2.500.000.000. OOO 00 (dua triliun lima

Rp.7. 500 000.000.000,00 (tuJuh triliun lima ratus

o pokok dan tunJangan yang melekat

_ratus milyar rupiah), pahng tinggi 10 (sepuluh) kali
: ’gajl pokok dan tunjangan yang melekat; dan '

. _e. tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud
... pada huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d adalah

e tun_]angan yang melekat pada gaji, terdiri atas

- tunjangan 1str1/ suami, tunJangan anak, tunjangan

~+ * jabatan struktural/ fungsmnal dan /atau tunJangan

. beras. : : :

: .‘?‘5‘,,'3‘(2'):"Besarnya pembayaran 1nsent1f untuk Pemungut Pajak
~ . Bumi dan Bangunan sebagalmana ‘dimaksud ' dalam

sebesar 5 % (11rna persen) dari besarnya insentif yang .
& dltetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6.

) Besarnya pembayaran Insentlf untuk . pihak lain
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e
- ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- . -dari besarnya’ Insent1f yang dltetapkan berdasarkan

: "ketentuan Pasal 6. :

‘Pasal8

N""‘:Apablla dalam ‘realisasi pemberlan Insentlf berdasarkan

- ratus .- milyar rupiah), sampai . dengan

. milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kah gajl

diatas. Rp 7 500.000.000. 000, 00 (tu3uh tr111un hma Sy

 Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi - -

: Qj,‘-‘f;jketentuan sebaga1mana dlmaksud pada Pasal 7 ayat (1) -
~terdapat sisa lebih, harus dlsetorkan ke kas daerah s

3 sebagal penerlmaan daerah



Pasal 9

o (1) Penerlma pembayaran insentif sebagalmana dimaksud

'dalam Pasal 3 ayat '(2) dan besarnya pembayaran -
Insentlf sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 6 ayat (1) -
_ dltetapkan dengan Keputusan Bupatl : :

(2) Pelaksanaan - lebih lan_]ut pemberlan insentif

‘pemungutan; paJak daerah dan" retrlbu31 daerah pada -

. setiap SKPD diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD
e penerima 1nsent1f pemungutan pajak daerah dan
retrlbu31 daerah : S '

, BAB v |
 PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1) Kepala 1nstan31 pelaksana pemungut Pa_]ak Daerah dan
- Retribusi Daerah menyusun penganggaran insentif
 pemungutan Pajak Daerah dan - Retribusi Daerah -
- berdasarkan’ ketentuan sebagalmana d1maksud dalam .
~_ Pasal 6 ‘ S s

  ('2) Penganggaran 1nsent1f pemungutan PaJak Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlkelompokkan, -
ke dalam belanJa tidak langsung yang diuraikan
, ‘.berdasarkan jenis belanja’ pegawali, obJek belanja
" insentif pemungutan PaJak Daerah serta r1n01an objek =
‘belanja Pajak Daerah.” o

(3) fpenganggaran msenuf pemungutan Retr1bu31 Daerah} ‘

* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlkelompokkan

ke dalam - belanja tidak langsung yang - diuraikan
berdasarkan jenis belanJa pegawai, obyek belanja

: ‘1nsent1f pemungutan Retrlbu51 Daerah serta rincian
‘obyek belanJa Retrlbu31 Daerah

‘ Pasérl'lil gN

kDalam hal target penenmaan Pajak Daerah dan Retrlbusi‘i

" Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau’

_’ .‘ "{terlampal,u pembayaran insentif belum dapat dilakukan
- pada tahun ‘anggaran berkenaan,. pemberian insentif

diberikan pada “tahun  anggaran - berikutnya yang”v

. pelaksanaannya sesua1 dengan ketentuan peraturan o
Vjperundangan undangan ~~ 5 P



Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan
Bupati Bengkalis Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 14
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 19 Mei 2014

&JPATI BEN LIS)¢

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 19 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. HANUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 NOMOR 37




